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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR      4      TAHUN  2011 

TENTANG 

PAJAK AIR TANAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 

   Menimbang : a.  bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten 
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian 
daerah ; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan 
melaksanakan pungutan terhadap Pajak Air Tanah diserahkan kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air 
Tanah ; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 
Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor  9) ; 

  2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981   tentang  Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 9) ; 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara  Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 3987) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor   4377); 

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004   tentang  Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara   Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 4389) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara Tahun  1983 Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  3258) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4859);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PONOROGO  TENTANG  PAJAK AIR 
TANAH. 
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BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 

8. Masa Pajak  adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.  

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun  Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data 
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya  disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan jumlah 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah sebagai dasar untuk 
penetapan besarnya Pajak Air Tanah. 

12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dalam 
hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah Kabupaten Ponorogo untuk menetapkan dan memungut 
Pajak Air Tanah. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang  selanjutnya  disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

18. Surat Tagihan Pajak  Daerah, yang  selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau administratif berupa bunga 
dan/ atau denda. 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam  penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak  Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Tagihan Pajak  Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat 
Keputusan Keberatan.  

20. Surat Keputusan Keberatan adalah  surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

21. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan 
pajak. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.  

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

BAB  II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal  2 

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah.  

(2) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
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(3) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah adalah : 

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar 
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 
peribadatan ;  dan 

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

Pasal  3 
 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfatan Air Tanah. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF  DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal  4 

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air. 

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal  5 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal  6 

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal  7 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten. 


